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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana yang
dilakukan di kantor advokat serta peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada
klien. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam
memberikan pendampingan hukum, perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta
memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara,
serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan praktik penanganan perkara pidana di kantor
advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana di kantor advokat
meliputi beberapa tahapan, yaitu konsultasi hukum dengan klien, pengumpulan dan analisis
bukti, pendampingan pada tahap penyidikan di kepolisian, hingga proses persidangan di
pengadilan. Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan strategi pembelaan yang
bertujuan untuk melindungi hak-hak klien serta memperoleh putusan yang adil. Dengan
demikian, keberadaan advokat sangat penting dalam menjamin tegaknya keadilan dan
perlindungan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Advokat, Tindak Pidana, Bantuan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of handling criminal cases in a law office and
the role of advocates in providing legal assistance to clients. Advocates have an important role
in the criminal justice system, particularly in providing legal assistance, protecting the rights
of suspects or defendants, and ensuring that legal processes run in accordance with applicable
laws and regulations. The research method used in this study is an empirical legal research
method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation,
interviews, and documentation studies related to the practice of handling criminal cases in a
law office. The results show that the handling of criminal cases in a law office involves several
stages, including legal consultation with clients, collection and analysis of evidence, assistance
during the investigation process at the police level, and representation during court
proceedings. In addition, advocates play a role in developing defense strategies aimed at
protecting the rights of clients and achieving fair judicial decisions. Therefore, the presence of
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advocates is very important in ensuring justice and legal protection for people dealing with the
law.

Keywords: advocate, criminal offense, legal assistance, criminal justice system.
PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta
memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak
hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga harus ditegakkan melalui suatu sistem peradilan yang
melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga tersebut antara lain
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta advokat yang memiliki peran penting dalam proses
penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat
dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam proses penanganan tindak pidana,
seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan perlindungan
hukum serta pendampingan dari pihak yang memahami hukum. Oleh karena itu, peran advokat
sangat dibutuhkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang sedang
menghadapi permasalahan hukum. Advokat bertugas memberikan pendampingan, pembelaan,
serta memastikan bahwa hak-hak klien tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Dalam sistem peradilan pidana, advokat memiliki kedudukan yang sangat penting
sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, maupun pihak
lain yang membutuhkan. Advokat tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga
mendampingi klien dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan,
penyidikan di kepolisian, hingga proses persidangan di pengadilan. Dengan adanya advokat,
diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan Pendidikan Praktik Lapangan (PPL), mahasiswa hukum diberikan
kesempatan untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai praktik penegakan
hukum di lapangan. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori
hukum yang dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga mampu mengetahui bagaimana penerapan
hukum tersebut dalam praktik. Salah satu tempat pelaksanaan PPL yang memberikan
pengalaman penting bagi mahasiswa adalah kantor advokat, di mana mahasiswa dapat
mempelajari secara langsung proses penanganan perkara hukum, khususnya tindak pidana.

Selama pelaksanaan PPL di kantor advokat, mahasiswa dapat mengamati berbagai
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana, seperti melakukan konsultasi
hukum dengan klien, mempersiapkan dokumen perkara, mendampingi klien dalam proses
pemeriksaan di kepolisian, hingga mengikuti jalannya persidangan di pengadilan. Pengalaman
tersebut memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai bagaimana proses penanganan
perkara pidana dilakukan oleh advokat dalam praktik.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama pelaksanaan PPL tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana proses penanganan tindak pidana di
kantor advokat serta bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada
klien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik
penanganan perkara pidana di kantor advokat serta menambah pemahaman mahasiswa
mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rumusan Masalah:
Bagaimana proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat di kantor advokat
mulai dari tahap konsultasi hukum, pendampingan pada proses penyidikan, hingga proses
persidangan di pengadilan? Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum serta

59



Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia
Vol. 4 No. 4 April 2026
https://iournal-mandiracendikia.com/jip-mc

o

melindungi hak-hak klien yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana? Apa
saja kendala yang dihadapi advokat dalam menangani perkara tindak pidana di kantor advokat
serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (legal research), yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana oleh advokat. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum serta
bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pendampingan
hukum dalam perkara pidana. Untuk membedah permasalahan tersebut secara komprehensif,
maka digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (Statutory Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana serta peran advokat dalam sistem peradilan
pidana. Dalam hal ini, peneliti menelaah beberapa peraturan yang relevan seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan
hukum dan proses penegakan hukum pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui
bagaimana pengaturan hukum mengenai peran advokat dalam memberikan pendampingan
hukum kepada klien yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan konsep mengenai bantuan hukum, hak tersangka dan terdakwa, serta peran
advokat dalam sistem peradilan pidana untuk menganalisis bagaimana advokat menjalankan
tugasnya dalam menangani perkara tindak pidana di kantor advokat. Pendekatan ini juga
digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi
manusia serta prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer
Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penanganan
perkara pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen
resmi, seperti buku teks (textbook), jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta
pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang membantu peneliti
dalam memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan
topik penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan secara
sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang berkaitan dengan penanganan
tindak pidana oleh advokat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat sistematis
dan logis.

PEMBAHASAN

Proses Penanganan Tindak Pidana oleh Advokat di Kantor Advokat

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat memiliki peran penting dalam
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Advokat
merupakan salah satu unsur dalam sistem penegakan hukum yang bertugas memberikan
pembelaan terhadap kepentingan klien agar hak-haknya tetap terlindungi selama proses
peradilan berlangsung®. Keberadaan advokat sangat penting dalam menjamin terlaksananya
prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan
pidana.Penanganan perkara pidana oleh advokat di kantor advokat umumnya dilakukan
melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut meliputi konsultasi hukum dengan
klien, analisis perkara, pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian,
serta pembelaan dalam proses persidangan di pengadilan?. Setiap tahapan tersebut memiliki
peran penting dalam menentukan keberhasilan advokat dalam memberikan pembelaan kepada
klien.Tahap pertama dalam penanganan perkara pidana adalah konsultasi hukum antara
advokat dengan klien. Pada tahap ini klien biasanya datang ke kantor advokat untuk
menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Advokat kemudian
mendengarkan kronologi kejadian yang disampaikan oleh klien serta mempelajari dokumen
yang berkaitan dengan perkara tersebut. Konsultasi hukum ini sangat penting karena menjadi
dasar bagi advokat untuk memahami posisi hukum klien serta menentukan langkah-langkah
hukum yang akan diambil®.

Dalam praktik PPL yang penulis lakukan di kantor advokat, salah satu perkara yang
ditangani adalah perkara tindak pidana pembunuhan. Pada tahap awal penanganan perkara
tersebut, advokat melakukan konsultasi dengan keluarga klien untuk memperoleh informasi
mengenai kronologi kejadian serta posisi hukum klien dalam perkara tersebut. Informasi
tersebut kemudian dianalisis oleh advokat untuk menentukan strategi pembelaan yang akan
dilakukan dalam proses hukum selanjutnya. Setelah proses konsultasi dilakukan, advokat
kemudian melakukan analisis hukum terhadap perkara yang sedang ditangani. Analisis ini
meliputi pemeriksaan dokumen perkara, pengumpulan alat bukti, serta identifikasi pasal-pasal
yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada klien. Dalam perkara
pembunuhan misalnya, advokat perlu mempelajari unsur-unsur tindak pidana yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar dapat menentukan strategi pembelaan yang
tepat®. Tahap berikutnya adalah pendampingan pada proses penyidikan di kepolisian. Pada
tahap ini advokat berperan mendampingi klien ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai

! Prasetyo, T. (2019). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Nasional.

2 Wibowo, A. (2020). Konsultasi Hukum dalam Praktik Advokat. Jurnal Hukum Praktis.
3 Nugroho, B. (2018). Analisis Penanganan Perkara Pidana. Jurnal Hukum.

4 Rahman, F. (2021). Pembelaan dalam Persidangan Pidana. Jurnal Yustisia.
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dengan prosedur hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak klien sebagai tersangka®.
Kehadiran advokat dalam proses pemeriksaan juga memberikan rasa aman kepada klien karena
advokat dapat memberikan arahan mengenai cara memberikan keterangan yang benar dan
sesuai dengan fakta. Selain itu, advokat juga membantu klien dalam mempersiapkan berbagai
dokumen yang diperlukan dalam proses hukum, salah satunya adalah surat kuasa. Surat kuasa
merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk mewakili klien
dalam proses hukum. Dalam praktik PPL yang penulis lakukan, penulis terlibat dalam proses
pendaftaran surat kuasa di Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administratif dalam
penanganan perkara pidana. Proses ini dilakukan dengan menyerahkan dokumen surat kuasa
kepada bagian administrasi pengadilan untuk dicatat sebagai bagian dari berkas perkara.
Setelah proses penyidikan selesai, perkara pidana akan dilimpahkan ke tahap persidangan di
pengadilan. Pada tahap ini advokat bertugas memberikan pembelaan kepada klien di hadapan
majelis hakim. Advokat akan menyusun strategi pembelaan, menghadirkan saksi, serta
menyampaikan argumentasi hukum yang dapat memperkuat posisi klien dalam persidangan®.
Melalui proses tersebut diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
proses penanganan tindak pidana oleh advokat di kantor advokat merupakan rangkaian
kegiatan yang sistematis dan terstruktur mulai dari konsultasi hukum hingga proses
persidangan di pengadilan. Proses tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa klien mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal
selama menjalani proses peradilan pidana.

Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dan Melindungi Hak Klien
Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem
penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan advokat bertujuan untuk memberikan bantuan
hukum kepada masyarakat serta memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan
hukum mendapatkan perlindungan hukum yang layak’. Salah satu peran utama advokat adalah
memberikan bantuan hukum kepada klien. Bantuan hukum tersebut dapat berupa pemberian
nasihat hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam proses pemeriksaan
di kepolisian maupun di pengadilan® . Dengan adanya bantuan hukum dari advokat, klien dapat
memahami posisi hukumnya serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
menghadapi permasalahan hukum yang sedang dialami. Selain memberikan bantuan hukum,
advokat juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak klien selama proses peradilan
pidana berlangsung. Dalam sistem hukum Indonesia setiap tersangka atau terdakwa memiliki
hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.
Kehadiran advokat dalam proses pemeriksaan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak
tersebut dihormati oleh aparat penegak hukum®. Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law,
yaitu proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku®. Prinsip ini
menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta tidak boleh melanggar hak asasi
manusia. Dalam praktiknya advokat juga berperan dalam menyusun strategi pembelaan yang
didasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Strategi pembelaan ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum yang maksimal kepada klien serta memastikan bahwa keputusan yang

5 Santoso, B. (2022). Hak Tersangka dalam Penyidikan. Jurnal Hukum dan HAM.

6 Ardiansyah, R. (2021). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum.

7 Utomo, H. (2020). Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum dan Keadilan.

8 Fadli, M. (2021). Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Yuridika.

9 Suryadi, A. (2019). Perlindungan Hak Tersangka. Jurnal Yuridis.

10 Gunawan, A. (2022). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan.
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diambil oleh pengadilan benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan!!. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan
pidana, tidak hanya sebagai pembela klien di pengadilan tetapi juga sebagai pihak yang
memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kendala yang Dihadapi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana

Dalam praktik penanganan perkara pidana, advokat sering menghadapi berbagai kendala
yang dapat mempengaruhi proses pembelaan terhadap klien. Kendala tersebut dapat berasal
dari berbagai faktor baik dari klien, aparat penegak hukum, maupun sistem peradilan pidana
itu sendiri'?. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh advokat adalah kurangnya
keterbukaan klien dalam memberikan informasi mengenai perkara yang sedang dihadapi.
Dalam beberapa kasus klien tidak memberikan keterangan yang lengkap atau bahkan
menyembunyikan fakta tertentu yang sebenarnya sangat penting bagi proses pembelaan?®,
Selain itu advokat juga sering menghadapi kendala berupa keterbatasan bukti yang dapat
digunakan untuk membela klien. Dalam perkara pidana bukti merupakan salah satu faktor
penting yang menentukan hasil persidangan. Apabila bukti yang dimiliki sangat terbatas
advokat harus berusaha mencari bukti tambahan yang dapat memperkuat pembelaan di
pengadilan'?.

Kendala lainnya adalah proses administrasi yang cukup kompleks dalam sistem peradilan
pidana. Penanganan perkara pidana biasanya melibatkan berbagai tahapan yang membutuhkan
waktu cukup lama mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan®®.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut advokat biasanya melakukan beberapa upaya
sepertt meningkatkan komunikasi dengan klien, melakukan penelitian hukum secara
mendalam, serta bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan
perkara®®,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan tindak pidana di
kantor advokat, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan perkara pidana oleh advokat
dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan tersebut dimulai
dari konsultasi hukum antara advokat dengan klien untuk mengetahui kronologi serta
permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien. Setelah itu advokat melakukan analisis
terhadap perkara yang sedang ditangani dengan mempelajari dokumen, bukti, serta ketentuan
hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selanjutnya advokat memberikan
pendampingan kepada klien pada tahap penyidikan di kepolisian untuk memastikan bahwa
proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar
hak-hak klien. Setelah proses penyidikan selesai, advokat kemudian memberikan pembelaan
kepada klien dalam proses persidangan di pengadilan dengan menyampaikan argumentasi
hukum, menghadirkan saksi, serta memperkuat pembuktian guna melindungi kepentingan
hukum klien.

Selain itu, advokat juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan
hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Advokat tidak hanya bertugas

11 Lestari, S. (2021). Strategi Pembelaan Advokat. Jurnal lus Constituendum.

12 pratama, Y. (2020). Tantangan Profesi Advokat. Jurnal Legalitas.

13 putra, H. (2021). Hambatan Advokat dalam Penanganan Perkara. Jurnal llmu Hukum.
14 Nanda, A. (2022). Pembuktian dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Indonesia.

15 Saputra, D. (2019). Administrasi Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Nasional.

16 Kurniawan, D. (2023). Profesionalisme Advokat. Jurnal llmu Hukum.
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sebagai pembela klien di pengadilan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan nasihat
hukum, mendampingi klien dalam setiap proses pemeriksaan, serta memastikan bahwa hak-
hak klien tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Peran advokat tersebut
menjadi sangat penting dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui bantuan hukum yang diberikan oleh advokat,
masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum
yang layak serta mendapatkan kesempatan untuk membela diri secara adil di hadapan hukum.

Namun dalam praktiknya, advokat juga menghadapi berbagai kendala dalam menangani
perkara tindak pidana. Kendala tersebut antara lain kurangnya keterbukaan klien dalam
memberikan informasi yang berkaitan dengan perkara, keterbatasan bukti yang dapat
digunakan dalam proses pembelaan, serta kompleksitas prosedur dalam sistem peradilan
pidana yang seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, koordinasi dengan
berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri
bagi advokat dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan profesionalisme,
kemampuan analisis hukum yang baik, serta komunikasi yang efektif antara advokat dengan
klien. Dengan adanya kerja sama yang baik antara advokat dan klien serta dukungan dari sistem
peradilan yang berjalan secara transparan dan adil, diharapkan proses penanganan perkara
pidana dapat berjalan dengan lebih efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum yang
maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
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